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b. bahwa besarnya tarip retribusi tempat rekreasi dan olah ragh ,

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagl
Cengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali
dan disesuaikan:

c. Lahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
iruruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomoi 22 Tahun
1 999.

: 1. Unclang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Fembentukan
Daerah-Daerah Kabupateil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209):

3. Undang-undang Nomor I Tahun 1990 tentang Kepariwisahan
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3A2Tl

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Palak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagalmana telah
<rrubah dengan Undang-undang Nomor 3d Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048); l

5. Undang-undang Ncmor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437'):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Llndang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman
f ,utan Raya Can Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomcr 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);

DEI{GAN R,\HMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

:a. bahvva retribusi tempat rekreasi dan olah
berdasa, kan Peraturan Daerah Nomor 22
diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal
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Peratr.,ran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah OtongJn
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahalr Lembaian
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintrah Nomor 66 Tahun 2001 tentang netriU;illi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telckomunikari Nomgf
70/F\ /.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hibuqqn
Umum; , '...rf;!,

1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Retribusi Temoat Rekreasi dr n Olah Raga; lril ;1

12. leraturan F.rerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentaqrg
Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembarin
Daerah; ' 

:

13. Peraturan )aerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun ?001 .tentang
Penyidik F ;gawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan '

DEW\N PER\ryAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN : ;.

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTAi{G
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Retrihusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang disahkan oleh Menteri
Dalar.r Negeri dengan Keputusan Nomor 974.32-977 tanggal 6
September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7
September 1999 Nomor 22 Seri B, diubah sebagai berlkut:

A. BAB l, KETENTUAN UMUM, Pasal '1 diubah sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
'2. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
benrenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan'
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendlri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NlKRl.

B.

9.

Menel?pkan

3. Pemerintah ,Doerah adalah
Kabupaten Cianjur sebagai
daerah.

4. Bupati adalah Bupati Cianjur.

Btrpati beserta perangkat daerah
unsur penyelenggara pemerinhhal

,L
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6.

lnstansi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bldang
pelayanan penyediaan tempat rekreasi/parwisata dan olah raga
yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Cianjur.
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7. Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Cianjur. .ri\l

8. Kcpariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyelenggaraanpariwisata '.'r$

g. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan O.ndrff
wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta
usaha-usaha yang terkait dengan bidang wisata,

i\,.

10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dcri kegiatan
tersebut yang dilakukan secara sukarela sertra bersifat olah raga,
rekreasi dan hiburan umum untuk nn-nikmati obyek dan daya taril<
tersebut.

11. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

12. Obyek dan daya tarik wisata adalah wisata alam, wlsata budaya
dan wisata minat khusus yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dixelola oleh Pemerintah.

13. Rekreasi alalah aktivitas yang dilakukan di tempat-tempat yang
mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan.

14. Olah raoa adalah setiap kegiatan fisik yang mengandung
permaincr dan berisi perjuangan dengan diri sendiri etau dengan
orang lai;r atau konfrontasi dengan unsur alam. , ,.

15. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di tingkungan Pemerintah
Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

16. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komerdial
karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swesta; ,

17. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang selanjuinya disebut
retribusi adalah pungutan daerah sebagal pembayaran atras
pelayanan penyediaan tempat rekrc asi/parwisata dan olah raga
yang dimilild dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selaniutnya disebut SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang.

20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara iatau Daerah dengan nama dan- bentuk apapqn,'
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 

;

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

B. BAB ll, OBYEK DAN SUBYEK, Pasal 3 avat (2). diubah sebaoai
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B. BIB ll, OBYEK DAN SUBYEK, Pasal 3 ayat (2), diubah sebagai r

berikut: :.i
(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediadh

tempat r'ekreasi/pariwisata dan olah raga yang dimihki dan atdu
dikelola oleh pihak swasta. :l '

C.BAB VI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP, PasaI 8 ayat (1),
diubah sebagai berikut :

(1) Struktur dan besarnya tarip sekali masuk ke tempat
rekreasi/pariwisata di :

a. Daerah Wisata Cibodas :

1, Untuk 1 orang Rp 2,000,-
2. Truck Rp 3.000,-
3. Bus .... Rp 6.000,-
4. Se.lan, Mikro Bus, Pick Up dan sejenisnya .... Rp .1.000,-
5. Sepeda motor ........;. Rp 1.000,-

b. Daerah \Uisata Cikundt l :

1. Ur,.,rk 1 orang Rp 1.000,-
2. Truck Rp 1.500,-
3, Bus ......,. Rp 2.500,-
4. Sedan, Mikro Bus, Pick Up dan sejenisnya .... Rp 1.500,-
5. S:peda motor Rp 1.000,-

c. Daerah Wisata Cirata :

1 . Untuk 1 orang,....r.r.f.....,....r,............rrr..rr....rr..
2. TfUCk ......r.t.r...r..r .......r .r..r..rr.....r.r..rr.r..r...rr...

'3. 
BUS . ?... r..... r r r. r r. ?.r.. t. r rr ..r.. r.... r..... r r.. a I rr !rr taa aal l.t a

4. Seddfl, Mil<ro Bus, Pick Up dan sejenisnya ,...
5. Sepeda mOtOr ....or.r..'......!..rr..r,.r.o.r..r..roo..rr..

d. Kawasan Pantai Selatan :

1 . UntUk 1 Orang .r.......f......rr...r..........'r.'..r...!rro...
2. TfUCk r r. I r. r r r | . r. t r. ... ... . | | r..... ... r r r . r. ... r r r.. r ]r. r.. r.r ri o.

3r BUS ro. r o. r. r... r t.r r..... rr r r.. . r.. r... r rf r.r.... r......a. a.. aaa a.a.

4. Sed?n, Mikro Bus, Pick Up dan sejenisnya ....

5. Sepeda rnotor

D. BAB Xlll, KADALLT\ /ARSA, Pasal 15 dihilangkan, sehingga BAB XIV
Pasal 16 lama berubah menjadi tsAts Xlll, Pasal 15 baru dan
seterusnya.

E. BAB XIV lama atau BAB Xlll baru, KETEI'ITUAN PIDANA, Pasal 16
lama atau Pasal 15 baru, ayat (1), diubah sebagai berikut :

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah),

F. BAB XV lama atau BAB XIV baru, PENYIDIKAN, Pasal 17lama atau
Pasal 16 baru, ayat (3) diubah sebagai berikut:

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya
. sebagai penyidik berada di b..wih koordinasi Polisi Republik

lndonesia.

Rp 1.000,-
Rp 2.000,-
llp 2.500,-
Rp 2.000,-
llP 'f .000,-

Rp 1.000,-
Rp 2.500,-
Rp 2.500,-
Rp 2.000,-
Rp 1.000,-
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Pasal ll
Peraturan E aerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraluran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaterr Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005

BUPATI C|AN.IUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO I'

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005

LEMBARAT{ D I.ERAH

29 SERI B.
KABUPATEN CI 

^ 
NJUR TAHUN 2UO5 NOMOR

: 
,, .IEKRET^H 

DAERAH,
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